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BUPATI KEPAHIANG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR : 910 - =¥ TAHUN 2016

TENTANG

PELAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

a. bahwa dalam rangka tercapainya transparansi,
akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepahiang serta sebagai pedoman dalam pelaporan
realisasi keuangan dan fisik satuan kerja perangkat
daerah, maka perlu mengatur pelaporan realisasi
keuangan dan fisik satuan kerja perangkat daerah
lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perfu menetapkan
Peraturan Bupati Kepahiang tentang Pelaporan
Realisasi Keuangan dan Fisik Satuan Kerja
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten
Kepahiang.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan .-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

S et



v “ .
. . * ’ et o
. 13 . " T T et
v Tt e
Vo, L - coa”
. - » T oar ' o -
i .
4 v 1 H o . 5’1 + /o )
. .oy 3 1 vy
4 Yoo, '
- T f P i
. .
Sl ’ LR - i % r o i f f C gy
_,LJ L . ! ,i v L u_‘ [ . ot
. s L .o
! PR L [N i
- vy P IR L : . B e,
., ] W . v s . v LI
e i VAL L, v, ) LR
an, - v N [
R A TR S AL
- - - - - Lt .
I i 4 . . » ' ‘l'_lnl [ L ' .
- ’ Lo , s o . .
- A - v 2 ' .
i . ' [ L . L. v e, 4
-- [“r o . * - l‘_' '. a:-- st ll“ !fl-\’l
. vy L A R LA o,
' : Tt 07 R o LR B VI
i - r Ly - '] r .
N P, i N L B er -
1
" vt ] f dlade T ' LN 1 B
i M 4 e b 0 [ e . ¢ ‘
r ¥ . l +r . r
.i . 1
r . . N ia HE v
LF . , , y S S s , . PP
r
- i . v s e )
P B . 5 PSR 4 D4 s
" - ' T r
o LR L T 3 - ' v ' LA
R
L -
N "t
I - ron, . et ' . - oo Toare
v N ,
R v, . ) N , ot
. -~ ‘ L N v, £y i T .t -
" r - - -
. - ' ' ' v d ' P i .
: L o ! ' ‘. ot N
¢ . iy ) . ! v oy
1 L] 1 AN 14 .
- 4 ]
L ‘ TN, et A T N P
3 i
' ' . - N
P ¢ 2 . : v
R i - I . ,
. A ol . V.
. A wr
v e e
| L [ R [S I o, et T, ,
) e . T Lt .
\ [ s . T s e
f » . . .. .
[ . e L PR L R | " T !
T WY s
. .y J . . . P . .
P .. LY 19 fren
! D LA R PO S ' s
ot ) L [T 1. T . ot KIS H U .
' " ' EPE e -
£ - 1 ' a
' I
r 1 r . . .
L] ' ! Pid:! ' N
td ’ v »
. . - . R P L PR
| . ' | o
\ i, 2 PR ] i 1 LI Fleey i
v s I




5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repiblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor 01 Tahun 2016 tfentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepahiang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 01};

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 08);

13. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 01
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten
Kepahiang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 01).

Memperhatikan :  Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN REALISASI

KEUANGAN DAN FISIK SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPAHIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

oo w

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepahiang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah APBD Kabupaten Kepahiang yang merupakan suatu Rencana
Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah sebagi unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pada
Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang memegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD Kabupaten Kepahiang yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
Pengadaan Langsung dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa.
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14. Panitia/Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah personil
yvang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran dalam hal menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

17.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat
pada unit yang sudah ada.

18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya.

20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir {brainware).

21. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yvang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

22.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikamn oleh instansi pemerintah.

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran ({output) dalam bentuk
barang/jasa.
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26. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

(1)

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Efisien merupakan derajat hubungan antara pencapaian keluaran yang
maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan
terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil,
atau ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan
mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran
(output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran
serta berfungsi dengan optimal.

Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat
TEPRA adalah tim yang dibentuk untuk memonitor, mengevaluasi dan
mengkonsolidasikan laporan berkala realisasi anggaran dan program
di tingkat Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan di tingkat SKPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Pejabat Penghubung Kabupaten Kepahiang adalah pejabat yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab melakukan pelaporan dan koordinasi TEPRA
Kabupaten Kepahiang dengan TEPRA Pusat dan TEPRA Provinsi.
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil
tindakan sedini mungkin.

Konsolidasi adalah perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat
perhubungan untuk bersama-sama secara terpadu dan memiliki satu
tujuan yang sama.

Laporan realisasi anggaran merupakan media pertanggungjawaban yang
berisi informasi mengenai realisasi keuangan dan fisik dari SKPD.
Periode pelaporan bulanan berjalan adalah waktu penyampaian laporan
setiap bulan berjalan yang disampaikan pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

atau acuan dalam pelaporan realisasi keuangan dan fisik satuan kerja
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
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(2)

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas
dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepahiang.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

1.
2.

Ketentuan umum dan penjelasannya.
Format laporan realisasi keuangan dan fisik satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang beserta

penjelasan pengisian format.

Bagian Keempat

Cakupan Laporan
Pasal 4
Cakupan Laporan meliputi :
1. Cakupan laporan realisasi keuangan meliputi Rincian Kegiatan, Rincian

(1)

(2)

Pagu Anggaran berdasarkan sumber dana dan lokasi kegiatan APBD,
Aktifitas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kurva S.
Cakupan laporan realisasi fisik meliputi Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Daftar Paket Lelang, Pantau
Lelang, dan Hasil Lelang Kegiatan Strategis.

BAB II
PENGENDALIAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang yang meliputi pelaksanaan
program dan kegiatan, serta belanja.

Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan

tugas dan kewenangan masing-masing.



(3 Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan

fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD.

Pasal 6

Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kepahiang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan

dan sasaran pembangunan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3)

Bagian Kedua
Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan

Realisasi Keuangan dan Fsisk APBD Kabupaten Kepahiang

Pasal 7

Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan realisasi keuangan dan
fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang
yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan belanja sesuai
dengan tugas dan kewenangannya.

Kepala SKPD Kabupaten melakukan permantauan pelaksanaan realisasi
keuangan dan fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepahiang yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan
dan belanja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap
perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target
fisik, dan kendala yang dihadapi.

Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan bulanan.

Pasal 8

Seluruh Kepala SKPD Kabupaten menyusun laporan bulanan dalam
rangka pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

Untuk kelancaran dalam penyusunan laporan bulanan tersebut, Kepala
SKPD dibantu oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
(TEPRA) SKPD yang dibentuk di SKPD yang bersangkutan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir
kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah Kabupaten Kepahiang.



Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah menyusun laporan bulanan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang dengan menggunakan laporan bulanan yang disampaikan
oleh seluruh Kepala SKPD Kabupaten Kepahiang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Untuk kelancaran dalam penyusunan rekap laporan bulanan tersebut,
Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran (TEPRA) Kabupaten yang dibentuk di tingkat Pemerintah
Kabupaten Kepahiang.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati Kepahiang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan
yang bersangkutan berakhir.

(4) Sekretaris Daerah menunjuk Pejabat Penghubung untuk membantu
menyampaikan pelaporan bulanan kepada Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pusat melalui aplikasi monev
online paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah bulan yang
bersangkutan berakhir.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang dilakukan oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bentuk dan isi dari laporan bulanan disusun dengan menggunakan formulir
yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal /4 Oktober 2016

BUPATI KEPAHIANG,

/HIDAYATTULLAH SJAHID
Diundangkan di Kepahi
pada tanggal 4/ Oktober 2016
/BEKRETARIS DAE UPATEN KEPAHIANG

)

H. HAZAIRIN A. KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 9 ((



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 910- TAHUN 2016

TENTANG

PELAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

I. UMUM

1. Latar Belakang :
Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik sangat fundamental
menuntut perlunya pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten
Kepahiang secara komprehensif dan mengarah kepada perwujudan
transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan
partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin
pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang
semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

2. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin
bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan
dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan APBD;
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan
atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional
yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan
pengawasan, untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain:
melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas
keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan
pelaksanaan rencana.

3. Pelaporan
Merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses
pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi
yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai
bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi
serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaanya
kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas o Do
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Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016
NOMOR

BRI



PN 5
Lampiran ( Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor :910- Tahun 2016

Tanggal : Oktober 2016
FORMAT LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SKPD

@ RINCIAN KEGIATAN APBD TAHUN ......... KABUPATEN KEPAHIANG
SKPDI-- LT 1]
=
£ g = g
| 52 58885 | §¢ | 2 E
NO KEGIATAN NAMA PAKET PENGADAAN ) Volume | Satua Jumizh g5 SESE |52 2 £ S 18| g 2
" (Rp) Ea £ = zl2El %2 g 2 2B
2 [gslfogEs 0 g
25 RTIEES| g 2
(=R E n
2z 2 L L b e -] 7| g Iz LIS Y LT T PRI TR TS T T T
TOTAL PAGU [:]
1. Belanja Tidak Langsung (BTL}
- Pegawal :
- Bantuan :
Bantuan Sasial (BS)
Bantuan Hibah {(8H)
- 11, Balanja langsung (BL)
- Balanja Pegawal :
PPTK 1:
PPTK 2:
PPTK 31
PPTK 4:
= Balanja Langsung Non Pegawal : .
A. MELALUI PENYEDIA ) -
1. LELANG UMUM/SELEKS! UMUM/LELANG TERBATAS {LU/SU/LT) :
2. LELANG SEDERHANA/ PEMILIHAN LANGSUNG/SELEKS] SEDERHANA -
{PMIL/LS/SS) :
3. PENUNJUKAN LANGSUNG/PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK (PKL/PSE]) : -
4. SAYEMBARA/KONTES (SY/KT): -
S. PENGADAAN LANGSUNG {PL) :
B. SWAKELOLA {SWA): -
. Mengetahul : - Kepahlang, wa-ceeuun
Kepala SKPD Kepala Bldang Program

nama kepala SKPD/NIP Nama / NIP

v



EIRESU VIEJAPB DE = —— SUMBER DANA (Rp. M)
DAU DAK " JUMLAH
KABUPATEN KEPAHIANG
" BTL:Rp. 0.00 M’ ‘BL:Rp.0.00M
| I | I | |
BTL PEGAWAI BTL BANTUAN PEGAWAL1 (5.2.1) BARANG & JASA (5.2.2) MODAL (5.2.3)
Rp. 0.00 M 0.00 M / 0 Pkt Rp.0.COM Rp. 0.00 vt / O Pkt Rp. 0.00 M / O Pkt
I I I _ ! I 1
LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA
0.00 M / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.00 Vi / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt
[ I I : | [
LU/SU/LY PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA
0.00 M / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.00 M/ 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt 0.00 M / 0 Pkt
LU/SU/LT | PML{LS/SS | PKL/PSE SY/KT PL SWA PEGAWAI TOTAL SUMBER DANA (RP M)
Pkt | RpM ! Pkt | RoM | Pkt | RoM | Pkt | RpM [Pkt | RpM | Pkt | RoM | Pit | RpM [Pkt ! RpM DAU DAK ‘ - JUMLAH [k ,E [Rp M]
s Jumlah g - - - t-17T-1-1-1-T-T-17T-1-1T-1-7T- - - - - o ! o |
m LU/SU/LT | PML/LS/SS | PKL/PSE SY/KT PL SWA TOTAL RT sp EsraccsIl Kepahlang, ..
T e e e e e el e el s
KONSTRUKS] - - - - - - - B - N N
KONSULTANST - - - - - - . - -
JASA LAINNYA - - - - - - - - - Nama / NIP

AL
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RINCIAN PAGU BERDASARKAN SUMBER DANA & LOKASI KEGIATAN APBD TA ......... KABUPATEN KEPAHIANG

A3

Nama SKPD
Sumber Dana lumiah Pt/ PPTK
Metode Pengadaan (BL Non Pegawal)
Lokas! keglatan ToTAL DAU DAK
(Kabupaten/Koza) W/SUAT | PML/LS/SS |  PKL/PSE SV/KT PL SWA
Pkt | Rp (M) ra(m} | Pt | Rp i) Rp(M) | Pkt | Ra () | Pkt | R (V) | Pi | Rp (o) | phe | Rp (o} | P | Rp (v | Pkt | mo () fERS)
2 4 [; E 10 1 1 17 13 14 15 16 ” 1 17 % 19 HER! 5 | u | n u s |s |7 |22 || n
TGTAL BPA H n‘ |
1. Belanfa Tidzk Langsung - - - B - . - - : - - - - -
A. Pegawal - - - - - . - . - - . - -
B. Bantuan: - - - - . - - - . - - -
- Bansos - - - |- - - |. - ol . . - -
T e BE
Ii. Belanja Langsung {BL) - - - |- - - |- - |- - - ]- - - - |- - u n . - . . - - - - .
- Belanja Pegawal - . - - - . - - . - - . .
- Belanja Non Pegawa! - - - |- - - - - - I In - - - - -
A. PROVINSI - . - |- . - - - - . - - - - . . ﬂl - - - - - ]-
B. Kabupaten/Kota - - - |- - - |- - - - - |- - - nl . - - - - -
Mengetahui: Kepahfang, w.mswsn
’ Kepala SKPD Kepala Bldang Program
NAMA / NIP NAMA [ NIP
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Eooy !
PENGUMUMAN
MELALUI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/IJASA PEMERINTAH m{p
PENYEDIA Nemor @
o — Tanggal :
@ PA / KPA :
! Alamat :
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran......, sepertl tersebut dibawah inl :
Srpo PORIGRAAN BIAYA (Rp.) PELAKBANAAN PELAKEANAAN
Mo | e NAMA PAKET PENGADAAN KEGIATAN o | renencean p— hGsbmay | PEMBELIAN |vorume| LOXASE |SUISER| PEMILIMAN PENYEDIA PENERIAAM Hatarangsn
PENGADAAM ELEXTRO NIX Konul Saleeal Awra} Satasal
LANGEUNG | (Yunggel) | (Yenggel) | (Twnggal) | (Vanggal) |
i » k] ] [l ] Fd & » Il £ ] E A4 Ll' .l._‘ Jr [l
JUMLAH - -
NAMA PAJKPA.



™ e

PENGUMUMAN

SWAKELOLA, | RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor :
Tanggal :
PA / KPA :
Alamat ;
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan keglatan Tahun Anggaran..... .» sepert! tersebut dibawah Inl

SkPD KEGIATAN PENGADAAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN
LELANG/SELEKSI KEGIATAN LOKASY [sumber| LELANG/SELEKSI PEKERJAAN
No | obe | nama KEGIATAN SWAKELOLA JKEGIATAN pOKAST  |SUMBE LAN LEWST | PERERIAAN Keterangan
Nilal (Rp.) |Volume LAINNYA Crgn T ; asal)
X 2 CJ - ] & Fa 3 - e Fr3 Frd T 14
JUMLAH - -

Kepahlang, .....c.ceeee .
PA / KPA

NAMA /NIP



DAFTAR PAKET LELANG KOLEKTIF APBD TA ......... KABUPATEN KEPAHIANG B
SKPD....... P
Keterangan Status-y  Blru: Sudoh Selesol Lelong Hijou: Dolam Prases telang Kuning : Stap Lefong 5.8 Tgh cemesnen Meroh ; Tidak Stap Lefong 58 Tgh aommemres
Lokas! [3 Mlﬁdﬁﬂ; i
K:::" (Prov, Kab/Hota) ,E "
Kods - Pagy HeS Bidang/ | Produk { Almat ]
Ko lefang NAMA PAKET PENGADAAN Ap. Rp {Kecl/ Subbldang | Akhlr | WEBLPSE. Nama PPTK E E
i Non Pokje [Kegiatan 3
Recil) _@
1,' _ 2_ i -'5 — v t s — H - 6 1s 7. 8 _"._._.’ 20 11 | 12 s ,'"' llf -15 L: 161
A R TR o (ol (e 0 | (e | el I v e VA T [
A S j ]
B.EARANGiB . .'__ . - - [ - ) . ] bl R I
f;.KONSUlTANSI(Sl .
D..!ASA.LAINN\'AU] ) - - . . . s
y FENIS Tetal : 4 Mengetahy!: Kepa’hiang. F——
*'[PENGADAAN | oy T po M | Pit | Rp.M | Pht Re.M | bkt | RpM | PRt | Rp.M Kepala SKPD Kepala Bldang Program,
g W melll Eall ] Bl ol oo IS [ReT] 2
1 |Kontruksi . . . - . . .
1 [Bm.ng . . . - - .
] [Komuluml - - - - - . - . - - ‘NAMASNIP AMA /NIP
4 [lasalalnaya | - . . .




a

A KONTRUNS (K}

S DAFTAR PAKET SIAP LELANG APBD TA ......... KABUPATEN KEPAHIANG Bl
s SKPD.......
’ S T B T T T
te lﬁ::' NAMA PAKET PENGADAAN ':::” ;«:s lz:llli?kh::n s::;::.y Produk Akhir | Alsmat WEN LPSE ‘ Nama PPTH g ;3 . § s:r:::r
f . ' Hacfll | Sub Bldang Pakja. { Kagtatan' E E’ Ha, ULP jKs, Prog
3 1 ] To;w& | L] l-“ ‘ . 1 - T 1} [ ] n . n #ﬁ " H

B DARANG[B] |.

€ KONSULTANSI{ )1

Cacatan : Proses pelaksanoor (elang, kelompok kerfa (Rokic) dan fodwal sepenuhnya tanggunglowah kami

No. JENIS PENGADAAN SulLLL
Pt Rpn
Heoll = e ~  :
1 Jltnnuulul - -
2 [Barkng .
3 [Konsuttamst ; .

4 |lasa lalnnya

Mengetahul :
Kepala SKPD

Kepahiang, e
Kepala Unlt Pangzdaan Barang/lasa,

AMA [ NIP
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Pantau Lelang Kolektif Kegiatan APBD TA ......... KABUPATEN KEPAHIANG - : SKPD.......

.

Total

@ Jadwal & Download Dok ! .... 5d ... Mar Buka Penawaran ! ... 5d ... Mar  Penetapan Pemenang ! ... sdi... Mar Ka, ULP: :l' SUIdah
0 Pkt/Rp. 0.00 M i-Belum
. Entri & Penetapan
: SK Po IDiUser Download Dok Buka Penawaran
No | Kade Lelang NAMA PAKET PENGADAAN ':::" ::s ::'s;' e Upload Dok | Ketua Pokla Pemenang
' ' gl Tal Tel
1 1 3 4 5 6 7l e s f1ww| 11| 12 1 1 15 | 16 17 1 | 19 20 21
Total d -
KPA - - -] - -
KPA - -] - -] =
KPA - -
Mengetahul : Kepahiang, ...
Kepala SKRD Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
N 1P NAMA / NIP




) C
(L) ASIL LELANG KEGIATAN STRATEGIS APBD TA ......... KABUPATEN KEPAHIANG H
asii Lelang

Jabatan Nama/HP TOTAL

Ka. SKPD 0 Pkt 0.00 M

| Jangka Waktu (Tgl)

Koda .
No letang | NAMA PAKET PENGADAAN

NilalKontrak | SlsaKontrak | Lokasi Keglatan ) ‘ Tanggal
Pagu (Rp) (Rp) (R) (Prov, Kab/Kota} NamaPPTK |  Rekanan | 77 ontrek

Jenis
Pengadaan

Mulal Akhlr

3

EREREBLE

1)

TiEid T

1]

el

SR I R R I BT R T

PPTK-

TR IR EI ST I E NN ANEE

« i

PPTK -

PPTK -

Mengetahul Kepahiang, ..
Kepala SKPD, Kepala Bidang Program,

NAMA /NiP NAMA / NIP
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Séz DAFTAR PAKET TIDAK SIAP LELANG KOLEKTIF-APBD TA ......... KABUPATEN KEPAHIANG
. Tdk Stap Lelang
I.okasl g Komitmen Tgl Paraf.
No NAMA PAKET PENGADAAN ':’3" (Prov, Kab/Kota) St:;:::r 22| NamapPT :
. Pokla |Keglatan| - § Pangumuman | TT Kontrak S:P P'::g’
1 z; 3 5 s 7 4 g 9 9 [
- T 2 — - -

A KONTRUKSI { K )

B: BARANG (B)

C. KONSULTANSI ( 5)

D: JASAILAINNYA ()

Ke

ran sian ;

1, Penjelasan tidak siap lelang : dilsl alasan singkat terkait kesiagan dokumen, lohan, waktu, dona dan teknis
2: Komitmen tg! pengumumoan : diisi tanggal rencona Pengumuman Lelang

IUMLAH

No. JENIS PENGADAAN PRt Rp.
TOTAL 0 -
1 (Kontruks) - -
2 |Barang - -
3 [Konsuitansi - -
4 |Jasa Lainnya . .

Mengetahul:

Kepala SKPD

NAMA / NIP

Kepahiang, wcesass
Kepala Bldang Programy

NAMA / NIP




) AKTIFITAS PA/KPA APBD TA ......... KABUPATEN KEPAHIANG - : SKPD....... C.I
" substan Nama/up =~ | ] - . L ‘ " Total
— - | 'PPTK BIDANG 1 o 7 P
Keterongan Status — Biru : Selesal Keglatan (Fisik) & Keuangan Hljou : Dalom Pelsksannan/Proges Lelong Kunlng : Blm Jatuh Tempo Merah ; Sudph Jatuh Tempo Blm Polaksansan
n Nl Lolcast Keglaten | a1 petoksansan | Renlisast (30 status
No | Reglster Noma Paket Pengndnan Z Pagu (RR) Kontrak/Keglatan | Sisa Pogu (Rp) (Prov, Nama RPTK Pe':mzn Reionzn/Pein I8N FED
s (Rp) Kab/Kota) Mutal | Akhlr T
Fis | Keu{ Fis | Keu JR:EE IR I XY IRE
3 3 E] [ B G 7 s _ _ 0 10 31 3O | ¥4 1718 16 | 17 [ 18 A9

|rotat.

Keterangan Status Input Awal — Hijau 1 Ado jndwal Pelaksanaan

»

Mangatahul |
Kapals SKPD

Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan

Nepahlang, woeunimas
PPTK BIDANG




APBD ..c.ovune,

SKPD-,IIIIIII

T | R |

B anin

KABUPATEN E Fis Keu
KEPAHIANG #NJA | HN/A
100 :
= Gaviasl () m———RENCIKEU 1 EwmREAL KEU
. e RENG F 19 e REAL FIS
® owlant 1) bl ey Ty Y el FIB 2014 /
& Kenatkan |
BResl 3 Jrn 80 —
70
ad /
80 /
4D /
1)
20 - /
10 ' //_:‘;
o
e e e - — o
Jenls Balanfa Total b 1 2 3 ‘ 5 » H 5 » ® o 1
Progres.(%) BTL 1 BL
FE Keu  Fs Keu Fis Keu
i A A Jan fab Mar Apt, Mel, Jus Jul Agt Sep | Ot Now Des
Kk N | W4 0] /1 W M /A ol (/AN e A | O 1/ A (O N/ AN el s YA s 10 13 22 28 35 | 52 58 63 68 81 95
Devigg! |{:) AN TAN 2 N A | W N/ A N A A 2 A TN [1] 1] o 1] 0 1] [ [{] ']
R 5 9 12 21 26 33 29 55 61 66 77 o0
Terpet 28 Fed 15.38 15,38 | #NJA 2N/A 10.00 9.00 A -] a ] [} [} -} ) Q 1]
Renl 3.4 25 Feb #NJA. oA Tt anNjA- [ #N/A #NfA | #NfA |Fs2014 [ o [ 0 o, | o 0 [ [ [ [ ] 0
Pagu Rp. ENSA [} #NJA [ #N/A KEUZ014 . | O 0 0 [T [ [] 0 [ o 0 [ 0 1!
d L Realisasi (Yo} Status (Pkt
No KPA PKt |, Rp(M) Bobot ( itus (Pkt)
. (%) Fls Keu il ] Kepghlang; ...una
Towl; B T - . R - - Kepala SKPD, LLYETET Fab Mar Mt lun it S okt N
1 |BTL " - . - - - - - - [ 1 T ] B . 7 ] 0 u
> - - j - - - - - - - - — - - -
3 . . f - . - . - . - .
4 - -1 - - - - - [ - [ -~
5 - - " - f - - - - - - -
[ - - ' - - - - - . - -
7 - - t - - - - - - - -
8 - - ] - Fo- . - - » - -
E 9 - | - Do b - b Keszo14 o
3an Feb Mar Mef h it Sep Ot Now
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PENJELASAN PENGISIAN FORMAT LAPORAN
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SKPD

MENGGUNAKAN FORMAT EXCEL

Untuk mengisi format Laporan pada format Excel, data yang perlu disiapkan

antara lain :

1.

Dokumen anggaran (RKA/DPA)
Digunakan untuk pengisian format A (Al, A2, A3, A4P, A4S) sampai dengan
Format B (B1,B2,B3,B6).

2. Realisasi anggaran (SP2D) per bulan
Digunakan untuk pengisian pada format C dan C1 (PPTK,PA/KPA)

Format Al.

1. Diisi pada kolom warna putih (tdak diblok dengan warna keabu-abuan)
sesuai pertanyaan yang ada pada kolom tersebut).

2. Rincian pertanyaan berupa Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja
Langsung (BL).

3. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Tidak Langsung Pegawai (BTLP),
Belanja Sosial (BS) dan Belanja Hibah (BH).

4. Belanja Langsung terdiri Belanja Langsung Pegawai (BLP) dan Belanja

Langsung non Pegawai yang pengerjaannya melalui Penyedia maupun
Swakelola.

Adapun syarat dan ketentuan untuk jenis pekerjaan melalui penyedia dan

swakelola adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel Resume Jenis Pengadaan & Metode Pengadaan Serta Syarat Umum
sesuai dengan Perpres 54/2010, 70/2012, 172/2014 dan 4/2015

Metode Pengadaan
No Sistem Pengadaan Syarat Umum Pasal
Nama Lengkap Sing-
katan
A. Metode Pemilihan
1 | Pengadaan Barang 1| Pelelangan LU > 5 Milyar 36
Umum
Meliputi, namun tidak
terbatas pada bahan
baku, barang setengah 2| Pelelangan LS < 5 Milyar 1(25)
jadi, barang jadi / Sederhana
peralatan dan mahluk
hidup 3| Penunjukan PKI, | Tanpa Batasan 1(31)
(Penjelasan Pasal 4 Langsung Nilai, Keadaan
huruf a) Tertentu, Barang
Khusus
4| Pengadaan PL < 200 Juta 39
Langsung
e 1

TN hie




Sayembara/ SY Kreativitas, 40
Kontes Inovasi,
Tidak Ada Harga
Satuan
Pengadaan Pekerjaan Pelelangan LU > 5 Milyar 36 (1}
Konstruksi Umum
Berhubungan dengan Pelelangan LT Konstruksi/ 36 (2)
pelaksanaan konstruksi Terbatas Pekerjaan
bangunan atau Kompleks yang
pembuatan wujud fisik diyakini
lainnya (Penjelasan Pasal Penyedianya
4 huruf b) Terbatas
Pemilihan PML < 5 Milyar 1 (26)
Langsung
Penunjukan PKL | Tanpa Batasan 38
Langsung Nilai, Keadaan
Tertentu,
Konstruksi
Khusus
Pengadaan PL < 200 Juta 39
Langsung
Pengadaan Jasa Seleksi 41 s/d
Konsultansi 46
Meliputi, namun tidak a. Seleksi SU > 200 Juta 42
terbatas pada jasa Umum
rekayasa, perencanaan,
perancangan, dan b. Seleksi SS > 50 Juta S/D 1 (28)
pengawasan, serta Sederhana < 200 Juta
keahlian profesi
(Penjelasan pasal 4 Penunjukan PKL | Tanpa Batasan 44
huruf c) Langsung Nilai, Keadaan
Tertentu,
Konsultansi
Khusus
Pengadaan PL < 50 Juta 45
Langsung
Sayembara SY 46
Jasa Lainnya Pelelangan 35s/d
40
Tidak terbatas pada jasa
boga, kebersihan, tenaga a. Pelelangan LU > 5 Milyar 36
kerja, asuransi, layanan Umum
kesehatan, penerangan,
percetakan,pemeliharaan b. Pelelangan LS £ 5 Milyar 37 (1a)
(Penjelasan pasal 4 huruf Sederhana
d) . I'-fi: ftq“-f
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2| Penunjukan PKL | Tanpa Batasan 38
Langsung Nilai, Keadaan
Tertentu, Bersifat
Khusus
3| Pengadaan PL < 200 Juta 39
Langsung
4| Sayembara/ SY Kreativitas, 40
Kontes Inovasi, Tdk Ada
Harga Satuan
B. Swakelola Direncanakan, SWA | Kontrak antara Bab 'V
Dikerjakan PA/KPA dengan 26 s.d
dan/atau PPK atau PPK 32
Diawasi sendiri dengan
oleh PA/KPA/ Kelompok
PPK Masyarakat

Format A2 dan A3

Secara otomatis terisi setelah melakukan pengisian (input data) pada format Al.

Format A4.P (Penyedia)

Diisi dengan mengcopy register dari A1 dan pada kolom pelaksanaan pemilihan
Penyedia (kolom 14) sebagai awal pemilihan penyedia, {kolom 15) selesai
pemilihan penyedia. Sedangkan kolom pelaksanaan pekerjaan (kolom 16) tanggal
dimulainya pekejaan, (koloml7) tanggal selesainya pekerjaan. Dari kedua kolom
tersebut diisi secara manual sesuai dengan waktu yang direncanakan pada
Rencana Kerja.

Format A4.S (Swakelola)

Diisi dengan mengcopy register dari Al setelah difilter pada jenis pengerjaan
swakelola (kolom 9) dan pada kolom pelaksanaan pekerjaan (kolom 13) tanggal
dimulainya pekerjaan, (kolom14) tanggal selesai pekerjaan. Kolom tersebut diisi
secara manual sesuai dengan waktu yang direncanakan pada Rencana Kerja.

Format B

Diisi dengan mengcopy register dari Al setelah difilter pada kolom 9 yaitu metode
pemilihan dan selanjutnya pada kolom yang tidak ada fungsi rumus diisikan
secara manual sesuai dengan pertanyaan kolom tersebut.

Format Bl

Terisi secara otomatis setelah melakukan pengisian pada format B.

p "?\-. Hq}‘ -f}f’;‘!nal.‘a
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Format B2

Pengisian jadwal buka penawaran dan penetapan pemenang download pada
LPSE.

Format B3

Diisi dengan mengcopy register dari Al setelah difilter pada kolom 13 nama
singkat PA/KPA/PPTK dan selanjutnya pada kolom yang tidak ada fungsi rumus
diisikan secara manual sesuai dengan pertanyaan kolom tersebut.

Format B6

Diisi dengan mengcopy register dari Al setelah difilter pada kolom 8 Jenis
Pengadaan dan selanjutnya pada kolom yang tidak ada fungsi rumus diisikan
secara manual sesuai dengan pertanyaan kolom tersebut.

Format C1

Diisi dengan mengcopy register dari Al setelah difilter pada kolom 13 nama
singkat PA/KPA/PPTK dan selanjutnya pada kolom realisasi fisik diisi secara
manual,

Format C

Merupakan rangkuman dari realisasi keuangan per-PPTK per-bulan dan terisi
secara otomatis setelah melakukan pengisian pada format C1 (PPTK).

Kurva S Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung

Mengisi pada kolom tabel bantu sesuai angka prosentase yang timbul sehingga
muncul angka prosentase Deviasi antara realisasi dengan target perencanaan.

BUPATI KEPAHIANG,
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